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Dalam Pasal 116 huruf (b) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Banda Aceh disebutkan bahwa salah satu wewenang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda
Aceh adalah melakukan pengawasan di bidang perizinan dan non perizinan. Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan
Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. DalamPasal 10 diatur tempat-tempat yang dilarang
untuk pemasangan reklame. Namun kenyataannya masih ditemukan pelanggaran terhadap pemasangan reklame di Kota Banda
Aceh. Reklame dipasang di tempat yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan Kantor  Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
terhadap pemasangan reklame  di Kota Banda Aceh. Penyebab penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat yang
dilarang, dan upaya yang di tempuh oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi pelanggaran yang
dimaksud.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan
dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan,
karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang
berhubungan dengan penelitian ini melalui observasi dan wawancara dengan responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan Kantor  Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap
pemasangan reklame tidak dilaksanakan dengan maksimal, hal ini dibuktikan masih ada pelanggaran reklame di Kota Banda Aceh.
Penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat dilarang karena kurang tersedia tempat, tempat strategis untuk promosi
dan kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi pelanggaran dengan membina penyelenggara reklame,
meningkatkan pengawasan, dan mengadakan tempat reklame.
Disarankan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh harus menunjuk pegawai untuk melakukan
pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran, menyediakan tempat untuk pemasangan reklame dan disarankan kepada penyelenggara
reklame untuk mematuhi aturan apabila melanggar dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012.
